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RINGKASAN 

Bawi Febriani Asmin, 2026, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN 

CYBERBULLYING (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN). 

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung 

Mangkurat, ± 68 halaman. Pembimbing: Dr. Ahmad Syaufi S.H. M.H. 

       Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menempatkan media 

sosial sebagai sarana utama dalam proses komunikasi dan pembentukan hubungan sosial 

masyarakat. Namun, masifnya pemanfaatan ruang digital tersebut juga memunculkan 

konsekuensi negatif yang serius, salah satunya adalah perundungan siber (cyberbullying). 

Fenomena kekerasan di dunia maya ini menyasar pada penyalahgunaan teknologi untuk 

menekan, merendahkan, atau menyakiti korban secara psikologis dan emosional melalui 

penyebaran ujaran kebencian, ancaman, fitnah, maupun penghinaan. Berdasarkan data yang 

dirilis oleh UNICEF terhadap anak muda di Indonesia dengan rentang usia 14–24 tahun, 

tercatat sekitar 45% responden mengaku pernah menjadi korban perundungan di ruang digital. 

Angka tersebut menegaskan krusialnya peran hukum nasional. Di Indonesia, penanganan 

kejahatan ini dapat melalui instrumen pemidanaan pelaku dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2024 (UU ITE) dan perlindungan korban melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Meski demikian, implementasinya di 

lapangan menghadapi berbagai tantangan berat, seperti maraknya penggunaan akun palsu atau 

anonim oleh pelaku sehingga sulit dilacak, ketimpangan pemahaman teknis digital oleh aparat 

penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum personal dari korban untuk melaporkan 

insiden yang dialaminya. 

       Permasalahan cyberbullying juga menjadi perhatian nasional yang sangat krusial di Korea 

Selatan, di mana hampir seluruh penduduknya telah mengakses internet. Berdasarkan data 

Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan, jumlah kasus cyberbullying mengalami lonjakan 

drastis sebesar 45% sepanjang tahun 2017 hingga 2020. Karakteristik dampak psikologis di 

Korea Selatan dinilai jauh lebih ekstrem karena kerap menimbulkan depresi berat hingga 

tindakan bunuh diri yang masif di kalangan remaja dan selebritas akibat serangan komentar 

negatif di ruang publik digital. Ketegasan pemerintah Korea Selatan dalam menghadapi situasi 

ini melahirkan sistem regulasi yang lebih terintegrasi melalui Act on Promotion of Information 

and Communications Network Utilization and Information Protection (ICN Act), Crime Victim 

Protection Act (CVPA), serta Act on the Prevention of and Countermeasures Against Violence 

in Schools yang memberikan perlindungan khusus bagi korban perundungan di lingkungan 

pendidikan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 

perlindungan hukum bagi korban cyberbullying di Indonesia dan Korea Selatan, serta mengkaji 

persamaan dan perbedaan sistem perlindungan yang diterapkan di kedua negara sebagai bahan 

pertimbangan bagi pengembangan kebijakan hukum di Indonesia. 

 



 

xi 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang 

bersifat preskriptif. Tipe penelitian yang digunakan adalah perbandingan hukum (comparative 

law) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui 

studi kepustakaan. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan 

metode penarikan kesimpulan secara deduktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban cyberbullying di 

Indonesia masih diberikan melalui kombinasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Perlindungan tersebut 

meliputi perlindungan keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan, bantuan hukum, serta 

hak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara. Namun, Indonesia belum 

memiliki pengaturan khusus (lex specialis) yang secara spesifik mengatur perlindungan korban 

cyberbullying. 

Persamaan antara Indonesia dan Korea Selatan terletak pada pengakuan terhadap korban 

sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, pentingnya pemulihan korban, serta adanya 

dukungan kelembagaan negara dalam penyelenggaraan perlindungan korban. Adapun 

perbedaannya terletak pada cakupan dan bentuk perlindungan yang diberikan. Korea Selatan 

memiliki sistem perlindungan yang lebih terintegrasi melalui ICN Act, CVPA, dan Act on the 

Prevention of and Countermeasures Against Violence in Schools, yang tidak hanya 

memberikan perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban, tetapi juga menyediakan 

mekanisme penanganan konten digital yang merugikan korban, pelibatan keluarga dalam 

proses rehabilitasi, serta perlindungan khusus bagi siswa korban perundungan di lingkungan 

pendidikan. Sebaliknya, perlindungan korban cyberbullying di Indonesia masih bergantung 

pada ketentuan umum dalam UU ITE dan UU PSK sehingga belum secara khusus 

mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan korban cyberbullying. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai 

perlindungan hukum terhadap korban perundungan siber (cyberbullying) di Indonesia dan 

Korea Selatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis persamaan dan 

perbedaan sistem perlindungan hukum bagi korban cyberbullying di kedua negara tersebut. 

Melalui kajian perbandingan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran serta 

rekomendasi strategis dalam rangka pembaruan kebijakan hukum di Indonesia agar 

perlindungan dan pemulihan terhadap korban cyberbullying dapat berjalan secara lebih 

optimal. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum 

normatif (yuridis normatif) yang bersifat preskriptif dan terapan. Tipe penelitian difokuskan 

pada perbandingan hukum yang menelaah bahan pustaka melalui pengumpulan data sekunder, 

yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan mengenai teknologi 

informasi dan perlindungan korban di Indonesia dan Korea Selatan, serta bahan hukum 

sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), 

dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum dilakukan 

melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode 

penarikan kesimpulan secara deduktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban cyberbullying di 

Indonesia masih bersifat umum dan belum diatur dalam undang-undang khusus (lex specialis). 

Perlindungan korban diberikan melalui kombinasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara itu, Korea Selatan memiliki 

sistem perlindungan yang lebih terintegrasi melalui ICN Act, Crime Victim Protection Act 

(CVPA), dan Act on the Prevention of and Countermeasures Against Violence in Schools. 

Persamaan kedua negara terletak pada pengakuan korban sebagai subjek hukum yang harus 

dilindungi, pentingnya pemulihan korban, dan adanya dukungan kelembagaan negara. 

Perbedaannya, Korea Selatan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif melalui 

pemulihan psikologis, medis, sosial, dan ekonomi, pelibatan keluarga korban, serta 

perlindungan khusus bagi siswa korban perundungan di lingkungan pendidikan, sedangkan 

perlindungan di Indonesia masih bergantung pada ketentuan umum yang berlaku. 

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Korban, Cyberbullying 
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